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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN tentu saja 

memiliki urgensi besar untuk terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik yang 

terjadi di wilayah Asia tenggara, khususnya yang melibatkan isu kemanusiaan, 

dimana hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama ASEAN yaitu meningkatkan 

perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan 

ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN.  

          ASEAN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkembangan dan 

kehidupan hubungan diplomatik antar negara di Asia Tenggara. Myanmar 

merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang saat ini tengah, mengalami 

konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan. Meskipun untuk penyelesaian 

konflik ini terhalang adanya prinsip non-intervensi ASEAN, Myanmar juga cukup 

menutup diri dari intevensi negara lain di dalam urusan negaranya. Menurut 

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976, menyelesaikan sengketa 

yang berdampak pada perdamaian dan keharmonisan regional yaitu melalui 

perundingan-perundingan yang bersahabat dengan itikad baik yang sudah 

disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Kudeta militer di Myanmar 

diketahui telah melanggar prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan negara 

mendominasi pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum 

internasional, namun sudah menjadi tanggung jawab dari ASEAN untuk 

menyelesaikan konflik ini. Di dalam hukum internasional sudah diatur bahwa di 
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dalam kewajibannya agar kedaulatan tidak disalahgunakan. Namun pihak militer 

Myanmar telah melanggar prinsip kedaulatan negara karena kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara berada di militer. Sebenarnya, hukum internasional tidak 

mengatur tentang persoalan kudeta militer, tetapi sebagai organisasi internasional 

seharusnya ASEAN dapat mengambil tindakan intervensi untuk aksi kemanusiaan 

di Myanmar. 

B. Saran 

Isu demokratisasi merupakan sebuah fenomena global yang sering terjadi 

bahkan hampir terjadi di setiap negara yang menjadi perhatian bagi dunia 

internasional. Myanmar merupakan salah satu contoh negara yang sedang 

berusaha mewujudkan demokrasi dalam pemerintahannya. Membahas 

demokratisasi di Myanmar ini sangat menarik karena Myanmar merupakan negara 

terlama yang diperintah oleh rezim junta militer. Adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan sebaiknya ASEAN melaksanakan evaluasi tentang prinsip non-

intervensi yang mempengaruhi upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik di 

Myanmar ini, karena ASEAN sebagai organisasi yang memiliki peran untuk 

melindungi negara-negara anggotanya sudah seharusnya berani untuk mengambil 

sikap yang lebih berani dalam menyelesaikan konflik di Myanmar ini, meskipun 

ada kendala dengan adanya prinsip non-intervensi, ASEAN harus tetap bertindak 

keras untuk menangani kasus ini, karena ASEAN disini sebagai wadah yang 

diharapkan mampu untuk melindungi tiap negara anggotanya, tindakan yang 

dapat dilakukan ASEAN juga bisa dalam bentuk agresi ekonomi seperti yang 

diterapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, tindakan ini 
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setidaknya melumpuhkan sumber ekonomi junta dan memaksa mereka dapat 

menghentikan tindakan represif terhadap konflik di Myanmar.  Kemudian lebih 

proaktif lagi untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis 

Rohingya, dan melakukan intervensi kemanusaiaan serta mengirim pasukan 

perdamaian apabila kekerasan ini terus menrus terjadi. Selanjutnya saran yang 

dapat penulis sampaikan yaitu seharusnya ASEAN dapat merevisi kembali 

pemaknaan prinsip non-intervensi yang dianut saat ini yang seharusnya memiliki 

pengecualian, didalam hukum internasional khususnya Piagam PBB, prinsip non-

intervensi juga dapat diterapkan menjadi norma dasar namun dalam hal ini jika 

mengacu pada Bab VII Piagam PBB, terdapat pengecualian penerapan dari 

prinsip non-intervensi yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanan 

internasional. Dalam hal ini, seharusnya ASEAN dapat menerapkan prinsip non-

intervensi yang dapat dikecualikan dengan ada nya intervensi kemanusiaan 

(humanitarian intervention) yang biasa digunakan oleh Dewan Keamanan PBB 

saat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 
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